
BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NOMOR 8 TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI 

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2024 

Menirnbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan 

ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pernerintah Nornor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­

Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagairnana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pernerintah Nornor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 

tentang Desa perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang 

Tata Cara Pengalokasian, Pernbagian, dan Penyaluran Alokasi 

Dana Desa yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024; 



Mengingat 1. 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 

Lingkungan Propinsi 

Republik Indonesia 

Jawa Timur (Berita Negara 

Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang­

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Repu blik Indonesia N omor 6 7 5 7);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah N omor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.07 /2015

ten tang Tata Cara Penundaan dan/ a tau Pemotongan

Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak

Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016

tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun

2019 ten tang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran

Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1802);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023

tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun

2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E);
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun

2016 ten tang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 10/E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 48);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor

61);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun

2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 66);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2023 Nomor 9 / A);

22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2018 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal U sul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018

Nomor 57 /E);

23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 54/E);



6 

24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2020 tentang

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain

yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,

Tunjangan dan Biaya Operasional bagi Anggota Badan

Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Purna Bhakti

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2020 Nomor 71/E);

25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2021 Nomor 25/E);

26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2022 Nomor 108/D);

27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 79 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2023 Nomor 79 / A);

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI 

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR 

TAHUN ANGGARAN 2024. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Bupati adalah Bupati Blitar.
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3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Blitar.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan pnns1p otonomi seluas-

5. 

luasnya dalam sistem dan pnns1p Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Camat adalah 

penyelenggaraan 

kecamatan yang 

pemimpin dan koordinator 

pemerintahan di wilayah kerja 

dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan 

dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah dan menyelenggarakan tugas um um 

pemerintahan. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang

bertugas mem1mp1n penyelenggaraan Pemerintahan

Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama

badan permusyawaratan Desa.

10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang

terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya

yang bertugas membantu Kepala Desa dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.
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11. Perangkat Desa Lainnya adalah perangkat pembantu

Kepala Desa yang terdiri atas kepala urusan, pelaksana

teknis lapangan dan kamituwo.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang

selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang

karena jabatannya mempunya1 kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan

Desa.

13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang

melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan

keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian

kekuasaan PKPKD.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

Keuangan Desa.

16. 

17. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Desa.

18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD

adalah dana perimbangan dan diterima oleh kabupaten

dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang

selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan

pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)

tahun.

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya

disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
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21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten

Blitar.

22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD

adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan

Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa

dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah

musyawarah antara badan permusyawaratan Desa,

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk 

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 

kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB 

Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD. 

24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan

permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh badan

permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

bersifat strategis.

25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Blitar.

26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Blitar.

27. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten

Blitar.

28. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh

proses kegiatan manajemen Pemerintahan Desa yang

meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai

kewenangan Desa.

29. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.
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30. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat Desa.

31. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar

pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,

bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi,

supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

32. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin

agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan

efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.

34. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

35. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang

selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan

program Jaminan Kesehatan.

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai :

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat

Desa; dan

b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
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(2) Pemberian ADD bertujuan:

a. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan kemasyarakatan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sesuai

dengan kewenangannya;

b. meningkatkan kemampuan lembaga

kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan secara partisipatif

sesuai dengan potensi Desa;

c. meningkatkan pemerataan pendapatan,

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi

masyarakat Desa; dan

d. mendayagunakan swadaya dan gotong-royong

masyarakat.

BAB III 

ADD 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD

setiap tahun anggaran.

(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebesar Rp144.288.232.000,00 (seratus empat puluh

empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua 

ratus tiga puluh dua ribu rupiah). 

(3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk masing-masing Desa dalam wilayah Daerah

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV 

PENGGUNAAN ADD 

Pasal 4 

(1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (4), dituangkan dalam APB Desa masing-masing

Desa pada uraian pendapatan Desa pada kelompok

transfer dalam jenis ADD.
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(2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk membiayai belanja:

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat

Desa; dan

b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja

tak terduga.

BABV 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD 

Pasal 5 

(1) Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi

dan dihitung berdasarkan azas adil dan merata dengan

ketentuan:

a. pengalokasian ADD sebesar Rp142.104.078.000,00

(seratus em pat puluh dua miliar seratus em pat juta

tujuh puluh delapan ribu rupiah) dibagi secara

proporsional; dan

b. Pengalokasian ADD sebesar Rp2.184.134.000,00

(dua miliar seratus delapan puluh empat juta

seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dibagi

dengan ketentuan dari penilaian kinerja

Pemerintah Desa.

(2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) huruf a didasarkan pada variabel yang

terdiri atas :

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa; dan

b. variabel independen utama meliputi :

1. jumlah penduduk Desa sebesar 30% (tiga

puluh persen);

2. angka kemiskinan Desa sebesar 20% (dua

puluh persen);

3. luas wilayah Desa sebesar 30% (tiga puluh

persen);
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4. indeks kesulitan geografis sebesar 10%

(sepuluh persen); dan

5. jumlah Perangkat Desa sebesar 10% (sepuluh

persen).

(3) Pembagian dengan ketentuan berdasarkan penilaian

kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian kinerja Desa

dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa dengan porsi sebesar 60% (enam puluh persen),

sedangkan Kecamatan dengan porsi sebesar 40%

(empat puluh persen), dengan indikator sebagai berikut:

a. kecepatan/kepatuhan pemenuhan dokumen 

pencairan anggaran;

b. kelengkapan dokumen pencairan anggaran;

c. kebenaran/validitas dokumen pencairan anggaran;

dan

d. prosentase penyerapan APB Desa.

BAB VI 

PENGALOKASIAN UNTUK PENGHASILAN TETAP 

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 

Pasal 6 

(1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala

Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota

keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program

jaminan kesehatan.

(3) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
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(4) Suami atau istri peserta program jaminan kesehatan

yang dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga

peserta program jaminan kesehatan adalah suami atau

istri yang sah secara hukum dan harus memiliki nomor

kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga

milik peserta program jaminan kesehatan, paling

banyak 1 (satu) orang.

(5) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga

peserta program jaminan kesehatan adalah anak yang

berumur O (nol) bulan sampai dengan 25 (dua puluh

lima) tahun, belum menikah dan harus memiliki nomor

kartu keluarga yang sama dengan nomor kartu keluarga

milik peserta program jaminan kesehatan, paling

banyak 3 (tiga) orang.

(6) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (Hrna

persen) dari penghasilan tetap per bulan dengan

ketentuan:

a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja; dan

b. 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta.

(7) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan

pemotongan secara langsung pada setiap tahapan

penyaluran.

(8) Kepesertaan, besaran iuran, tata cara pemotongan,

penyetoran, dan pembayaran iuran dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII 

PENGALOKASIAN UNTUK JAMINAN SOSIAL 

KETENAGAKERJAAN BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN 

KETUA RUKUN TETANGGA 

Pasal 7 

(1) Ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga wajib

didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial

ketenagakerjaan.
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(2) Kepesertan ketua rukun warga dan ketua rukun

tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

(3) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan

perundang-undangan.

BAB VIII 

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD 

Pasal 8 

( 1) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang

ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama RKD.

(2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD

kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa melalui Camat.

(3) Berdasarkan penetapan ADD kepada Pemerintah Desa,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

akan menyalurkan dana dari kas Daerah ke RKD sesuai

tahapan, setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(4) Penyaluran ADD ke RKD dapat dilakukan apabila:

a. kegiatan yang akan dilaksanakan sudah masuk

pada RPJM Desa dan RKP Desa;

b. RKP Desa telah dituangkan dalam APB Desa; dan

c. rancangan APB Desa telah ditetapkan menjadi APB

Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Camat.

(5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan 2 (dua) tahap melalui bank yang ditunjuk

oleh Pemerintah Daerah, yaitu

a. tahap I (satu) sebesar 60% (enam puluh persen)

dari jumlah ADD yang diterima Desa; dan

b. tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen)

dari jumlah ADD yang diterima Desa.
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BAB IX 

INSTITUSI PENGELOLA ADD 

Pasal 9 

(1) Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk

untuk melakukan fasilitasi dan pengendalian dalam

pelaksanaan ADD.

(2) Institusi pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas :

a. tim fasilitasi kabupaten;

b. tim fasilitasi kecamatan; dan

c. tim pengelola Keuangan Desa.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

(5) Tim fasilitasi kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

a. mengadakan sosialisasi dan memberikan informasi

tentang ADD;

b. mengadakan koordinasi dan memberikan

ADD sertabimbingan teknis pengelolaan 

memberikan tata cara dan teknis pelaksanaan

ADD;

c. memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD

kepada tim pengelola Keuangan Desa;

d. menyusun besarnya ADD yang diterima 

berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;

e. melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan

pengawasan pelaksanaan ADD bersama dengan

tim fasilitasi kecamatan;

f. mengadakan fasilitasi terhadap pemecahan

masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta

pihak lainnya dan mengoordinasikan pada

Inspektorat Kabupaten; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

Bupati.
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(6) Tim fasilitasi kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

a. melakukan kegiatan pembinaan dan fasilitasi 

terhadap pengelolaan administrasi keuangan ADD; 

b. memfasilitasi ADD berkaitan dengan perencanaan,

penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan

pemantauan;

c. memantau perkembangan realisasi keuangan serta

bertanggung jawab memfasilitasi terhadap

penyelesaian kegiatan yang didanai dari ADD di

wilayahnya;

d. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah yang

timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya

kepada tim fasilitasi kabupaten;

e. melakukan pengecekan kelengkapan surat 

pertanggungjawaban ADD sebagai bahan 

pembinaan dan pengawasan; dan 

f. membuat laporan rekapitulasi perkembangan ADD

seluruh Desa di wilayahnya kepada tim fasilitasi

kabupaten.

(7) Tim pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

a. membuka nomor rekening atas nama Pemerintah

Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah

Daerah;

b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di

dalam APB Desa;

c. menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

d. melakukan pencairan dana yang diajukan oleh

pelaksana kegiatan pada bank yang ditunjuk oleh

Pemerintah Daerah;

e. melakukan tindakan pengeluaran yang

menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan;

f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

g. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
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h. membuat surat pertanggungjawaban yang 

terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa. 

BABX 

PENGELOLAAN ADD 

Pasal 10 

(1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.

(2) Besaran ADD dituangkan dalam Peraturan Desa

tentang APB Desa.

(3) Kepala Desa/penjabat Kepala Desa sebagai PKPKD

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 11 

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, 

dilaksanakan, ditatausahakan, dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 12 

(1) Pelaksanaan pengelolaan ADD berdasarkan asas-asas

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD

dicatat dalam buku kas umum dan buku kas

pembantu sesuai ketentuan yang berlaku, secara

teknis dilakukan oleh bendahara Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis

pengelolaan ADD mengikuti pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa.

BAB XI 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 13 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pencairan

dan penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.



19 

(2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD

per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD

per kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD

per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD

per kegiatan sampai dengan tahap / semester I

tahun anggaran berjalan.

(3) Laporan realisasi penyaluran dan pencaJ.ran ADD per

bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per

kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling

lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran

beriku tnya.

(4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per

bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per

kegiatan tahap / semester I tahun anggaran berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Juli

tahun anggaran berjalan.

(5) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 14 

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi 

dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk 

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB 

Desa. 

Pasal 15 

(1) Camat menyampaikan laporan realisasi pencaJ.ran dan

penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.
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(2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan

pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi

penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran

sebelumnya; dan

b. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan

pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi

penggunaan ADD per kegiatan sampai dengan

tahap/semester I tahun anggaran berjalan.

(3) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per

bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per

kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling

lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran

berikutnya.

(4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per

bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per

kegiatan tahap / semester I tahun anggaran berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli

tahun anggaran berjalan.

BAB XII 

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 16 

(1) Pemantauan dilaksanakan oleh tim fasilitasi kabupaten.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan

untuk

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat

Desa; dan

b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
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Pasal 17 

( 1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian

terhadap pelaksanaan ADD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD

dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang

berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan

perundang-undangan;

b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD

dilakukan oleh APIP yang merupakan pengawasan

umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa pemberdayaan

masyarakat Desa;

c. Camat selaku Perangkat Daerah berkewajiban

membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan

ADD di wilayahnya; dan

d. dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan

pengelolaan ADD, Camat memfasilitasi 

penyelesaiannya serta melaporkan hasilnya 

kepada Bupati. 

BAB XIII 

PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD 

Pasal 18 

(1) Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam

APB Desa dapat dilaksanakan apabila :

a. terdapat perubahan kebutuhan belanja barang

atau alat pendukung yang diperlukan karena

terjadi kenaikan harga barang/material dan

bencana alam;

b. terjadi duplikasi penganggaran dengan sumber

dana yang lain; dan

c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan

sesuai ketentuan yang berlaku.
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Apabila terjadi perubahan penggunaan ADD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus 

ditempuh mekanisme sebagai berikut: 

a. mengadakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh

badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa

dan unsur masyarakat;

b. Kepala Desa/penjabat Kepala Desa menetapkan

keputusan Kepala Desa tentang perubahan

penggunaan ADD; dan

c. berita acara Musyawarah Desa perubahan kegiatan

ADD dan keputusan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b,

disampaikan kepada tim fasilitasi kecamatan dan

tim fasilitasi tingkat kabupaten.

(3) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dan ayat (2) dimasukkan pada

Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

(4) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan

penggunaan ADD dapat dilaksanakan setelah

penetapan APB Desa perubahan.

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 19 Februari 2C24 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggal 19 Februari 2C24 

SEKRETAR IS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 

� 

IZULMAROM 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 8/E 

ttd
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